
MENTERI HUKUM DAN HAl( ASASI MANUSIA
R.EPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.HH - 07 .AH.11.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia
(PERINDO), tanggal 12 April 2016, hal Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia);

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana
tersebut pada huruf a, telah merneriuhi ketentuan Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 ten tang Partai Politik yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Adrninistrasi
Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran Pendirian Badan Hukurn, Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian
Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473).

M EMU T U S K A N:

KEPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI .fv1ANUSIA
I~EPUBLlK INDO fESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
PERINDO (PERSATUAN INDONESIA).

PE.RTAMA Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dengan
kedudukan kantor tetap di Jalan Abdul Muis No. 36 C,D,E,F
Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang dinyatakan dalam Akta
Notaris Nomor: 04, tanggal 12 April 2016 tentang Perubahan
Susunan Keperigurusan Dewan Pirnpinan Pusat Partai Perindo
(Persatuan Indonesia), yang dibuat dihadapan Rina Utami
Dja u h ar i, S. H., Notaris berkedudukan di Jakarta.
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Republik Indonesia
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MENTERJ HUKUM DAN HAK ASASI MANUSlA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

1. MAJELIS PERSATUAN PARTAI

HARY TANOESOEDIBJO

DAVID FERNANDO AUDY

HENRY SUPARMAN

LILIANA TANOESOEDrBJO

AHMAD ROFIQ

Ketua
Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT

HARY TANOESOEDIBJO

SYAFRIL NASUTION

ARMYN GULTOM

Ketua Urn urn

Ketua Bidang Organisasi

Ketua Bidang Kader, Anggota
dan Saksi

Ketua Bidang Litbang dan IT

Ketua Bidang Media dan
Komunikasi Massa

SUR URI ALFARUQ

ARYA MAHENDRA SINULINGGA

BUDIYANTO DARMA~TONO

MOHAMMAD YAMIN TAWARt

Ketua Bidang Perididikan dan
Kebudayaan

A. WISHNU HANDOYONO

CHRISTOPHORUS TAUFIK

n RATIH PURNAMASART

SUSY MEILINA

HENDRIK KAWILARANG
LUNTUNGAN

ABO. KHALIQ AHMAD

R. FATHOR RAHMAN

Ketua Bidang Perind ustrian dan
Perdagangan

Ketua Bidang Keagamaan

Ketua Bidang Hubungan Antar
Lernbaga

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekrecaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

AHMAD ROFIQ

MUHAMMAD SOPIYAN

DONNY FERDIANSYAH



-2-

I

\ \

Wakil Sek re taris Jenclcral H. MUHAMMAD AMIN

AJ UN DA\1A YANTI

ANGELA HERLIANI
TANOESOEDIBJO

DEBORA DEBBY WAGE

HENRY SUPARM,AN

STIEN MARIA SCHOUT~N

THE JL~NNY

EVA MUTIA

\Vakil Sekrewris .Ienderal

\Vakil Sek re tar is Jencleral

Wakil Sekretaris .Jenderal

Bendahara Umum

I3cndahara I

IkndHhara 11

Berid ahara 111

3. MAHKAMAH PARTAI

Ketua SYAFRIL NASUTION

CHRISTOPHORUS TAUP'IK

l. ARMYN GULTOM
2. M. BUDl RUSTANTO
3. AGUS MULYANTO

Sckreturis

Anggora



MENTER! IIUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERJHUKUM DANHAK ASASJMANUSIA

REPUBLlK INDONESIA

NOMOR:M.HH - 07 .AH.l1.01 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHANSUSUNANKEPENGURUSAN
DEWANPIMPINANPUSATPARTAlPERINDO(PERSATUANINDONESIA)

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSlA REPUBLIKINDONESlA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia telah menerima Surat Permohonan dari
Dewan Pimpinan Pusat Partai Pcrsatuan Indonesia
(PERINDO), tanggal 12 April 2016, hal Permohonan
Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Perindo [Persatuan Indonesia);

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelilian oleh
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia terhadap berkas permohonan sebagaimana
tersebut pada huruf a, telah memenuhi ketentuan Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik, dan tclah memenuhi ketentuan Pasal 12 dan
Pasal 17 Pcraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pcndaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
Pergantian Kepengurusan Parmi Politik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu dibuat
Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
(Persaruan Indonesia).

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) yang tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Alas Undang-Undang
Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pcmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
292 Tahun 2014, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 ten tang Tata Cara
Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Pergantian
Kepengurusan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1642);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1473).

ME M U T US K AN:
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN
SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI
PERINDO (PERSATUAN INDONESIA).
Mengesahkan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan
Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dengan
kedudukan kantor tetap di Jalan Abdul Muis No. 36 C,D,E,F
Gambir, Jakarta Pusat 10160, yang dinyatakan dalam Akta
Notaris Nomor: 04, tanggal 12 April 2016 ten tang Perubahan
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo
(Persatuan Indonesia), yang dibuat dihadapan Rina Utami
Djauhari, S.H., Notaris berkedudukan di Jakarta.
Susunan Kepengurusan Tingkat Pusat Partai Perindo
(Persatuan Indonesia) terlampir dalam keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan
Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Perindo (Persatuan Indonesia), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ~ Mei 2016



Lampiran
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Rcpublik Indonesia
Nomor : M.HH - 07 .AH.ll.OI TAHUN2016
Tanggal : 30 Mei 2016

MENTERJ J-JUKUMDAN HAK ASASI MANUSJA
REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERINDO (PERSATUAN INDONESIA)

1. MAJELIS PERSATUAN PARTAI

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ketua Umum

Ketua Bidang Organisasi

Ketua Bidang Kader, Anggota
dan Saksi

Ketua Bidang Litbang dan IT

Ketua Bidang Media dan
Komunikasi Massa

Ketua Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan

Ketua Bidang Politik dan
Kebijakan Publik

Ketua Bidang UMKM dan
Koperasi

Ketua Bidang Hukum dan
Advokasi

Ketua Bidang Pemberdayaan
Perempuan

Ketua Bidang Perekonomian

Ketua Bidang Perindustrian dan
Perdagangan

Ketua Bidang Keagamaan

Ketua Bidang Hubungan Antar
Lembaga

Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

HARY TANOESOEDIBJO

DAVID FERNANDO AUDY

HENRY SU?ARMAN

LILIANA TANOESOEDIBJO

AHMAD ROFIQ

HARY TANOESOEDIBJO

SYAFRIL NASUTION

ARMYN GULTOM

SURURI ALFARUQ

ARYA MAHENDRA SINULINGGA

BUDIYANTO DARMASTONO

MOHAMMAD YAMIN TAWARY

A. WISHNU HANOOYONO

CHRISTOPHORUS TAUFIK

RATIH PURNAMASARI

SUSY MEILINA

HENDRIK KAWILARANG
LUNTUNGAN

ABO. KHALIQ AHMAD

R. FATHOR RAHMAN

AHMAD ROFIQ

MUHAMMAD SOPIYAN

DONNY FERDIANSYAH
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Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekretaris Jenderal

Wakil Sekrctaris Jenderal

H. MUHAMMAD AMIN

AJUN DAMA YANTI

ANGELA HERLIANI
TANOESOEDIBJO

DEBORA DEBBY WAGE

HENRY SUPARMAN

STIEN MARIA SCHOUTEN

THE JENNY

EVA MUTIA

Wakil Sekretaris Jenderal

Bendahara Umum

Bendahara J

Bendahara "
Bendahara 1Il

3. MAHKAMAH PARTAI

Ketua

Sekretaris

Anggota

SYAFRIL NASUTION

CHRISTOPHORUS TAUFIK

1. ARMYN GULTOM
2. M. BUD! RUSTANTO
3. AGUS MULYANTO

. LAOLY
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